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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan 
meningkatkan partisipasi masyakat desa di Desa Mapin Rea Kecamatan Alas 
Barat Kabupaten Sumbawa.  
Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua LPMD, 
Kepala Dusun, Toko Masyarakat, Masyarakat. Metode pengumpulan data ialah 
wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, 
penyajian data, menarik kesimpulan. Tujuan penelitian, mengetahui dan 
menjelaskan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Mapin Rea 
Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dalam menampung dan menyalurkan 
aspirasi pembangunan. Mengetahi dan menjelaskan fungsi Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat 
Kabupaten Sumbawa dalam mendorong pelibatan Masyarakat dalam 
Pembangunan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
melalui : kotak saran, pengisian kuesioner, dan rapat koordinasi. Peran Lembaga 
pemberdayaan Masyarakat Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu 
: peningkatan peran LPMD sebagai fasilitator, dinamisator pembangunan. 
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         BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
 
Tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk meningkatkan taraf 
hidup masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk 
melindungi segenap bangsa dan tanah air, memajukan kesejahtraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan 
ketertiban dunia, dilaksanakan pembangunan Nasional, yaitu pembangunan 
negara Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seutuhnya, untuk 
mewujudkan tujuan tersebut. 
Keberhasilan pembangunan Pembangunan nasional secara menyeluruh 
akan tercapai apabila pemerataan pembangunan ke daerah-daerah diukur pada 
tingkat nasional. Dalam pembangunan pedesaan dan perkotaan, keterlibatan 
masyarakat lokal sangat penting. Tentu saja, ada hubungan emosional yang 
kuat dengan lingkungan sekitar. Masyarakat juga sadar akan kekayaan 
potensi dan keterampilan daerahnya, dan hal itu menjadi pendorong 
pertumbuhan di daerahnya. 
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk 
memenuhi tujuan negara disebut pembangunan. Pembangunan merupakan 
jalur pembangunan yang membutuhkan masukan yang luas dan 
berkelanjutan. Pemerintah sedang melakukan upaya untuk memperbaiki hal-




kesejahtraan masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, setiap proyek 
yang dikerjakan harus dilaksanakan dengan hati-hati, baik proyek fisik 
maupun proyek yang menyangkut sumberdaya manusia. Pemberdayaan 
Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tindakan yang dapat 
dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti mendorong 
prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, 
serta peningkatan kapasitas masyarakat. LPMD (Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Desa) adalah wadah yang dibentuk oleh masyarakat atas prakarsa 
sendiri, melalui musyawarah dan mufakat, sebagai mitra Pemerintah Desa 
dalam mencapai cita-cita dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, 
sesuai Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
Program pembangunan Desa merupakan upaya jangka panjang yang 
bertujuan untuk membantu pertumbuhan suatu sektor guna menyelesaikan 
sejumlah proyek Desa. Program pembangunan dibatasi pada prakarsa yang 
dilakukan di masyarakat melalui upaya yang disengaja dan terencana.  
Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) mulai 
dilaksanakan dengan wacana hal ini dilakukan dengan bantuan dari masing-
masing pemimpin lingkungan dilaporkan oleh masyarakat sebagai fasilitator 
pembangunan. pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selanjutnya 
hasil diskusi yang telah dilakukan dibawah sampai pada tingkat perenungan 




untuk dibangun. Setiap aspirasi yang ada alias dalam diskusi dalam untuk 
diadakan musyawarah di desa ini. Selanjutnya, dalam musyawarah, terdapat 
bagian tentang pembangunan mana yang akan diprioritaskan ke depan, yang 
memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi proyek itu hanya baik untuk grup 
yang bersangkutan. 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga 
masyarakat yang diciptakan oleh, untuk, dan bersama masyarakat, dengan 
tujuan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
penyelenggaraan pembangunan. 
Beberapa hasil research gap yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang 
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mewujudkan 
Pembangunan Desa. Penelitian oleh Muhammad Galuh (2015) menyatakan 
Masyarakat belum memiliki rasa tanggung jawab dalam pembangunan daerah 
seperti yang dilakukan oleh LPMD. 
Selanjutnya, penelitian oleh Darma Pranata (2018) dalam 
meningkatkan perekonomian umat sudah menjalankan perannya sebagai 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan baik program yang direncanakan 
sudah memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahtraan masyarakat 
yang ada di desa. 
Kemudian, penelitian Rintika Hargia Sandhi (2015) di mana setiap 




memandang waktu atau lokasi, dan di mana komunitas terlibat dalam 
pembangunan.  
Berdasarkan hasil pengamatan awal diketahui bahwa di Desa Mapin 
Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa pelaksanaan LPMD sebagai 
mitra kepala desa didalam sistem pemerintahan desa belum  menujukkan 
kinerja dalam pembangunan desa.  
Keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD 
kurang optimal) dalam situasi ini, untuk mengakomodasi dan menyalurkan 
tujuan komunitas LPMD di Desa Mapin Rea belum berjalan, sejalan dengan 
tujuannya dan bertindak sebagai penggerak pembangunan. Hal ini dapat 
dilihat dari perkembangan jadwal pertemuan dengan kepala dusun Akibatnya, 
tujuan publik kurang efektif disampaikan. LPMD kurang optimal dalam 
mendorong pelibatan masyarakat karena berdasarkan kajian bahwa LPMD 
kurang agresif dalam pembangunan desa Mapin Rea. 
Berdasarkan informasi yang diberikan di atas, peneliti tertarik untuk 
meneliti “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam 
Mewujudkan Pembangunan Desa di Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat 
Kabupaten Sumbawa.” 
1.2 Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan konteks yang disebutkan di atas, berikut adalah isu-isu 
kunci yang diungkapkan sebagai pertanyaan penelitian : 
1. Bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) 




pembangunan desa di Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten 
Sumbawa. 
2. Bagaimana Peran Lembaga Pemberdyaan Masyarakat Desa (LPMD) 
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa di 
Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa. 
1.3 Tujuan Penelitian  
Berikut ini adalah tujuan penelitian : 
1. Mengetahui dan menjelaskan fungsi Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, 
Kabupaten Sumbawa, dalam menampung dan menyalurkan aspirasi 
pembangunan. 
2. Mengetahui dan menjelaskan fungsi Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, 
Kabupaten Sumbawa, dalam mendorong pelibatan masyarakat dalam 
pembangunan. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat dan 
kontribusi kepada semua pemangku kepentingan dengan cara yang baik. 
Berikut ini adalah beberapa keunggulan penelitian : 
A. Manfaat Teoritis  
1.  Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sumber 
referensi bagi para sarjana masa depan yang ingin memperluas 




2. Temuan penelitian ini kemungkinan akan menambah area 
penelitian administrasi publik. 
B. Manfaat Praktis 
1. Bagi Universitas Muhammadiyah Mataram 
Kajian ini diharapkan dapat menambah koleksi dengan 
memberikan lebih banyak informasi dan wawasan tentang 
penggunaan Ilmu Administrasi Publik dalam kehidupan masyarakat. 
2. Bagi Pemerintah Desa Mapin Rea 
Dari sisi pembangunan desa, temuan studi ini dapat memberikan 
gambaran yang realistis dan dapat menjadi bahan inspirasi bagi 
Pemerintah Desa Mapin Rea. 
3. Manfaat Bagi Masyarakat Umum 
Temuan studi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang 
lebih baik kepada masyarakat tentang bagaimana terlibat dan berkontribusi 







2.1 Penelitian Terdahulu 
 Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah : 
No.    Nama/Tahun  Persamaan dan Perbedaan             Hasil  









Persamaan penelitian ini 
dengan penelitian 
terdahulu sama-sama 
meneliti tentang peran 
LPMD, selain itu 









yang dibentuk sebagai 







juga mendapatkan plot 
anggaran dari 
pemerintah desa untuk 
mengadakan suatu 
kegiatan bagi 
masyarakat. 2) LPMD 




















Persamaan penelitian ini 
dengan penelitian 
terdahulu ialah sama-sama 
meneliti tentang peran 
LPMD. Sedangkan 









perannya sebagai LPM 














perbedaannya juga terletak 
pada pada objek 
penelitian. 
kesejahtraan 
masyarakat  yang ada 
didesa. Hal ini dilihat 
dari : 1) pemberdayaan 





















Persamaan penelitian ini 
dengan penelitian 
terdahulu ialah sama-sama 
meneliti tentang LPMD, 
selain itu persamaan 





pada objek penelitiannya.  
Proses perencanaan 
LPMD untuk 
pembangunan di desa 
belum dilaksanakan 
secara optimal, hal ini 







atau penetapan prioritas 
kegiatan yang akan 
disampaikan ke tingkat 









kegiatan yang akan 
diajukan keproses 
perencanaan 
pembangunan desa. c. 
Penetapan prioritas 
yang akan diajukan ke 










2.2 Konsep Peran 
Dalam kamus Bahasa Indonesia menyebutkan penegrtia peran adalah : 
a. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah 
pemain sandiawara atau pemain utama. 
b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam 
sandiwara, ia berusah baik dalam semua peran yang diberikan. 
c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. 
Peran adalah fitur dinamis dari posisi (status) sesuatu. Seseorang 
menjalankan suatu peran ketika ia memenuhi hak dan kewajiban yang 
datang dengan jabatannya. Pemeriksaan perilaku peran dapat dilakukan 
dengan tiga cara (Soerjono 2002; Soekanto; 237) : 
a. Ketentuan peran 
b. Gambaran peran 
c. Harapan peran 
Ketentuan peran adalah pernyataan formal dan transparan tentang 
bagaimana seseorang harus bertindak untuk memenuhi tanggung jawabnya. 
Deskripsi peran adalah deskripsi perilaku nyata seseorang saat menjalankan 
perannya. Kesimpulan tentang pentingnya peran, dalam contoh ini peran 
pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya, dapat diambil dari 




pengaturan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah komponen 
dinamis dari jabatan, dan seseorang telah memenuhi peran jika ia melakukan 
tugas dan memenuhi tugas jabatannya. 
Menurut beberapa pernyataan di atas tentang jabatan, peran berarti 
pelaksanaan tugas seseorang atau organisasi untuk mengambil inisiatif dalam 
tugas dan kegiatannya. 
.2.3  Lembaga Kemasyarakatan  
 2.3.1 Peran Lembaga Kemasyarakatan 
Ralph Linton menyempurnakan gagasan Duverger (1985: 110-111) 
tentang fungsi dan status dalam edisi pertama The Study Of Man pada tahun 
1936, dan sejak itu diterima oleh Psikologi dan Sosiologi, yang telah 
menambahkan status. Status adalah pola perilaku kolektif yang biasanya 
diharapkan dari orang lain, dan peran hanyalah salah satu komponen status. 
Akibatnya, gagasan "peran" berfungsi untuk menetapkan perbedaan antara 
masyarakat dan pribadi. Seorang individu memiliki beberapa batasan dalam 
batas-batas masyarakat. 
Selanjutnya menurut Soekanto (2003:243-244) pekerjaan seseorang 
harus dipisahkan dari kedudukan dan pergaulan sosialnya. Tempat individu 
dalam masyarakat (sosial politik) merupakan aspek statis yang mencerminkan 
status individu dalam organisasi masyarakat. Peran lebih menitikberatkan pada 
fungsi, penyesuaian, dan sebagai suatu proses, memungkinkan seseorang untuk 





a. Konvensi-konvensi yang berhubungan dengan kedudukan atau tempat 
seseorang dalam masyarakat disebut peran. Dalam pengertian ini, 
peran adalah seperangkat norma yang memandu perilaku sosial 
seseorang. 
b. Peran adalah gagasan yang menggambarkan apa yang dapat dilakukan 
individu dalam masyarakat secara keseluruhan. 
c. Tindakan individu yang vital bagi kerangka sosial masyarakat juga 
dapat dilakukan sebagai peran. 
Menurut Soekanto (2003:246), membahas banyak peran yang 
dimainkan individu dalam masyarakat sangat penting karena alasan berikut: 
1. Tanggung jawab tertentu itu harus dipenuhi agar struktur masyarakat 
tetap utuh. 
2. Individu yang dianggap mampu oleh masyarakat diberi peran, oleh 
karena itu mereka harus terlebih dahulu diajarkan, dilatih, dan bersedia 
melakukannya. 
3. Individu-individu dalam masyarakat terkadang tidak mampu 
melaksanakan tugasnya seperti yang disyaratkan oleh masyarakat 
karena untuk itu diperlukan pengorbanan kepentingan pribadi yang 
terlalu banyak. 
4. Jika setiap orang mampu memenuhi tanggung jawabnya, masyarakat 
tidak akan bisa memberikan kesempatan yang sama. Pada 
kenyataannya, adalah umum untuk menyaksikan individu didorong 




Sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia adalah 
tujuan dibangunnya pranata sosial untuk menopang dan melestarikan cita-cita 
kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan. 
Menurut Koejaraningrat (1985:61), pengertian gotong royong adalah sebagai 
berikut : 
 “Sejarah konsepnya gotong royong tolong, menolong, yang mula-mula 
hanya berwujud satu sistem pengarahan tenaga tambahan pada masa-masa 
sibuk dalam produksi cocok tanam, sebagai sistem tolong menolong antara 
tetangga da n kerabat dalam kesibukan-kesibukan sekitar rumah tangga, waktu 
berpesta dan pada peristiwa-peristiwa kematian dan bencana, dijadikan satu 
dengan sistem rodi itu  rupa-rupanaya, sejarahnya mulai pada waktu panitia 
Persiapan Kemerdekaan dalam zaman Jepang, mengangkat konsep itu menjadi 
suatu unsur yang amat penting dalam rangkaian prinsip-prinsip dasar dari 
Negara”. 
Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong 
sangat bermanfaat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, dan 
diusulkan pentingnya melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai gotong 
royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 
Tujuan kedua, menurut Sapirin dalam Dr. Rahyunir Rauf, M.Si dan Dr. 
Yusril Munaf, SH. M.Hum, adalah untuk meningkatkan kelancaran 
pelaksanaan tanggung jawab pemerintah, pembangunan, dan masyarakat, 
sehingga lembaga masyarakat secara tidak langsung membantu dalam 




“Meskipun organisasi RT/RW bukan lembaga pemerintah, namun wajib 
membantu otoritas pemerintah dalam parameter tertentu.” 
Kerangka regulasi di Indonesia saat ini dicontohkan oleh institusi 
masyarakat. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan perantara untuk 
berkomunikasi dengan pemerintah; di sisi lain, pemerintah membutuhkan 
perantara untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Berikut ini adalah 
beberapa cara lembaga masyarakat dapat membantu Kepala Desa dengan 
tanggung jawabnya: membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan 
pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan 
pembangunan, membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan sosial dan 
kemasyarakatan, dan membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan 
pemberdayaan. 
Kelembagaan masyarakat memiliki tujuan dalam kehidupan sosial, 
seperti memberikan berbagai macam aturan dan petunjuk kepada masyarakat, 
atau bagaimana masyarakat berperilaku dalam menghadapi berbagai masalah 
yang bertahan dan tumbuh di tengah masyarakat, dan menjaga berbagai 
integritas sosial, memberikan saran dalam struktur kontrol sosial masyarakat saat 
ini, serta sumber daya untuk peran pengawasan baik perilaku masyarakat 
maupun perilaku pemerintah daerah. 
Pengertian Lembaga Kemasyarakatan menurut para ahli : 
a. Institusi sosial, menurut Koenjaningrat, adalah suatu sistem 




menangani kompleksitas persyaratan khusus dalam keberadaan 
manusia. 
b. Pranata sosial, menurut Soerjono Soekanto, merupakan kumpulan 
standar pada semua tingkatan yang berkisar pada kebutuhan dasar 
dalam kehidupan masyarakat. 
Lembaga Kemasyarakatan Desa, atau sebaliknya, adalah lembaga 
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dan merupakan 
mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
Lembaga masyarakat desa merupakan lembaga non pemerintah yang 
dibentuk oleh masyarakat, dan pembentukannya harus sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa, serta menjadi mitra bagi kepala 
desa dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat. Menurut pasal 10 ayat 
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas 
peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan 
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, lembaga kemasyarakatan dibentuk 
untuk membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, 
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. 
Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 
mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan 




 Membantu kepala desa dalam tugas-tugas yang diuraikan dalam 
pasal sebelumnya, seperti membantu pelaksanaan pelayanan pemerintahan, 
pelayanan pembangunan, dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 
Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal, yang dimaksud dengan 
membantu pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pelayanan pengembangan 
pengabdian kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, dan 
pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah 
membantu pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, dalam bentuk 
pengabdian masyarakat. pemberdayaan, memberikan kedamaian dan 
ketertiban. pemeliharaan, fasilitas publik. 
 LPMD/LPMK bertugas “menyusun rencana partisipatif, 
menyelenggarakan swadaya masyarakat, melaksanakan dan mengatur 
pembangunan”, sesuai dengan pasal 8. Dalam melaksanakan tugasnya, 
LPMD/LPMK mempunyai fungsi sebagai berikut, sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 9: 
a. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. 
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat 
dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 





d. Menyususn rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-
hasil pembangunan secara partisipatif. 
e. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipatif, serta 
swadaya gotong royong masyarakat. 
f. Penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam 
serta keserasia lingkungan hidup. 
2.3.2 Tujuan Lembaga Kemasyarakatan 
 Memberikan bimbingan kepada anggota masyarakat tentang 
bagaimana bertindak atau merespon dalam menghadapi masalah sosial, 
terutama yang menyangkut kebutuhan dasar. Memegang erat-erat 
masyarakat untuk memelihara sistem kontrol sosial, yaitu sistem 
pengawasan masyarakat atas perilaku anggotanya. 
2.3.3 Fungsi Lembaga Kemasyarakatan 
 Lembaga Sosial melayani berbagai tujuan, termasuk: 
1.  Menetapkan aturan bagi anggota masyarakat tentang bagaimana 
mereka harus bertindak atau bereaksi dalam menghadapi tantangan 
masyarakat, khususnya di bidang kebutuhan. 
2. Menjaga keutuhan masyarakat. 
3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara membuat 
mekanisme kontrol sosial. Idenya adalah bahwa komunitas memiliki 
sistem untuk memantau perilaku anggotanya.  
 Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 




peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, lembaga 
kemasyarakatan mempunyai tujuan. 1). Memperhatikan dan mengarahkan 
tujuan komunal; 2). Perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek 
pembangunan, serta pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan 
secara partisipatif; 3). Menciptakan dan mempromosikan proyek dan 
partisipasi, serta swadaya masyarakat dan gotong royong. Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah wadah yang dibentuk oleh 
masyarakat atas prakarsa sendiri, melalui musyawarah dan mufakat, sebagai 
mitra pemerintah desa dalam mencapai cita-cita dan kebutuhan masyarakat di 
bidang pembangunan. 
 Program pembangunan desa merupakan upaya jangka panjang 
yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan di suatu sektor tertentu 
guna menyelesaikan sejumlah proyek desa. Program didefinisikan sebagai 
kegiatan sosial yang teratur dengan tujuan yang jelas dan tepat yang terbatas 
pada waktu dan lokasi tertentu; Program pembangunan diartikan sebagai 
prakarsa pembangunan yang dilakukan secara sengaja dan terencana yang 
ada di desa. 
Lembaga RT, lembaga RW, LPMD, lembaga PKK desa, lembaga 
Karang Taruna, dan lembaga masyarakat desa lainnya berperan paling 
penting dalam membantu tugas Kepala Desa, karena lembaga RT juga 
diserahi tugas umum lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah 





2.4 Pembangunan Desa 
2.4.1 Pengertian Pembangunan Desa 
 Karena desa dan masyarakatnya merupakan tumpuan ekonomi, politik, 
sosial budaya, dan pertahanan keamanan, maka pembangunan desa merupakan 
elemen penting dari pembangunan nasional dan berperan penting dalam 
pencapaian tujuan nasional. Perspektif para ahli adalah sebagai berikut : 
Inti dari pembangunan nasional, menurut Kastasasmita (2006:66), adalah 
pribadi manusia itu sendiri, yang menjadi titik pusat dari semua kegiatan 
pembangunan, dan yang akan dibangun adalah keterampilan dan tenaganya 
sebagai pelaksana dan penggerak kemajuan. Pada hakekatnya pembangunan desa 
dilaksanakan oleh masyarakat bekerja sama dengan pemerintah, dengan 
pemerintah membantu, membimbing, dan mengawasi kemampuan masyarakat 
untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. (woocara.blogspot.co.id, 
20:55 wita, 16-01-2021). 
Karena pembangunan desa merupakan bagian dari variabel-variabel yang 
saling berhubungan dan program-program yang dilaksanakan oleh masyarakat 
dengan dukungan dan pengawasan pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa 
pembangunan desa dilaksanakan dalam konteks manusia Indonesia seutuhnya. 
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pembangunan desa terdiri 
dari sejumlah elemen dan program yang dilaksanakan oleh pejabat departemen, 
pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat. Akibatnya, pemerintah pusat dan 




semua kegiatan program saling melengkapi dan terlaksana secara efektif sesuai 
strategi, agar efisien dan efektif. 
2.4.1 Tinjauan Pembangunan Desa 
Pembangunan berbasis masyarakat sering dikaitkan dengan gagasan 
bahwa "pembangunan dari bawah" lebih disukai daripada "pembangunan dari 
atas". Namun, secara eksperimental, perbaikan top-down, seperti yang dilakukan 
Di Bangladesh, menurut Khan (Scramm dan Leamer, 1976:29), juga bisa 
berdampak baik. Dalam hal ini, perdebatan antara pembangunan top-down dan 
bottom-up telah berlangsung lama (McDonough, 2011:29). 
Dengan pemerintah pusat atau elit masyarakat sebagai sumber ide, 
pembangunan dari atas (top-down) percaya bahwa neraka tahu apa yang terbaik 
untuk rakyatnya, tanpa harus mendengarkan atau menerima preferensi mereka 
(bawah). Dengan memberikan insentif dan/atau meningkatkan ketakutan, 
masyarakat (bawah) terlibat atau dimobilisasi. Pembangunan dari bawah ke atas 
(battom-up) di sisi lain, memungkinkan masyarakat (bawah) untuk memimpin 
dalam perencanaan, dengan anggapan bahwa masyarakat dapat mengidentifikasi 
masalah, kebutuhan, dan pendekatan terbaik yang sesuai dengan keadaan mereka. 
Paradigma pembangunan "dari atas", yang mendahului pendekatan "dari 
bawah", memiliki sejarah filosofis dan praktis yang panjang. Pemanfaatan 
kepemimpinan profesional yang disediakan oleh sumber daya eksternal untuk 
merancang, mengelola, dan mengevaluasi inisiatif pembangunan adalah inti dari 




Jenis pengembangan masyarakat ini berfokus pada pemberian 
kepemimpinan profesional serta membantu dan memberikan layanan nyata untuk 
proses pembangunan. Warga menggunakan layanan program untuk mengikuti 
kepemimpinan eksternal; individu berubah (persepsi, perilaku), dan kualitas hidup 
mereka meningkat sebagai hasil dari proses ini. 
Sementara itu, Billups (1990:30), Rubin & Babbie (1993:30), Midgley 
(1993:30), dan David (1993:30) mengembangkan paradigma pembangunan 
“bottom up” (1993:30). , dan termasuk komponen berikut : 
a. mengembangkan partisipasi masyarakat yang berkomperenshif. 
b. Pengembangan motivasi masyarakat lokal. 
c. Perluasan kesempatan belajar. 
d. Replikasi pembangunan manusia. 
e. Peningkatan komunikasi dan pertukaran. 
f. Lokalisasi akses keuangan. 
(Garza, et al, 1988; Navarro, 1994; Ewalt, 1997; 30): Kedua metode tersebut 
digunakan dalam praktik untuk proyek pembangunan dengan tujuan sebagai 
berikut : 
a. Mempengaruhi perubahan dalam masyarakat warga persepsi tentang         
bagaimana meningkatkan taraf hidup. 
b. Menciptakan masyarakat berorientasi perilaku dasar pada berubahan 
 komunitas warga persepsi. 




Untuk mencapai tujuan ini, program yang menggunakan model "dari 
atas" atau "dari bawah" membutuhkan legitimasi masyarakat untuk mendeteksi 
masalah dan keinginan untuk terlibat dalam proses pengembangan masyarakat 
program (Mcdonald, 1995; Lecomte, 1986: 30). Pendekatan “bottom-up” 
bertujuan untuk membentuk kemitraan antara orang-orang dan para ahli yang 
memberikan bantuan teknis daripada kepemimpinan. "Model dari atas" adalah 
metode di mana para ahli memberikan kepemimpinan dan layanan untuk 
mendukung rencana pertumbuhan yang dirancang oleh orang lain. 
Selama hari-hari awal sejarah pembangunan, paradigma "dari atas" 
mengatur bagaimana inisiatif pembangunan dibangun (Moore, 1995; Lecomte, 
1986; 31). Pendekatan ini digunakan dalam proyek pengembangan masyarakat 
yang membutuhkan investasi terencana. Pendekatan “bottom up” berfokus pada 
bagaimana individu dalam masyarakat dapat mengontrol perkembangan mereka 
sendiri (David, 1993; Midgley, 1993; 31). 
Anggota masyarakat individu, serta lembaga mereka, dapat memperoleh 
manfaat dari pembangunan. Komponen kunci dari upaya pemberdayaan ini 
adalah penanaman nilai-nilai budaya modern seperti kerja tim, berhemat, 
keterbukaan, dan tanggung jawab. Demikian pula partisipasi masyarakat dalam 
pembaruan pranata sosial dan penggabungannya ke dalam operasi 
pembangunan. Sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan orang dalam 





Misalnya, Bomby (1974: 196) mendefinisikan partisipasi sebagai 
tindakan untuk "mengambil bagian" dalam suatu kegiatan atau pernyataan untuk 
"mengambil bagian" dalam suatu kegiatan dengan tujuan memperoleh 
keuntungan (Webster, 1976: 196). Sedangkan menurut kamus sosiologi, 
partisipasi diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam kegiatan 
masyarakatnya sebagai bagian dari kelompok sosial karir atau pekerjaannya 
sendiri (Theodorson, 1969:169). 
Keterlibatan ini terjadi sebagai akibat interaksi sosial antara individu 
yang bersangkutan dengan anggota masyarakat lainnya (Raharjo, 1983: 196). 
Menurut Beal (1964: 196), keterlibatan, terutama partisipasi yang meningkat 
sebagai akibat dari dampak atau pertumbuhan rangsangan eksternal, merupakan 
gejala yang dapat diidentifikasi sebagai proses perubahan sosial eksogen 
(exeogenous change). 
Partisipasi, menurut Verhangen (1979: 197), adalah jenis kontak dan 
komunikasi yang unik termasuk alokasi kekuasaan, tanggung jawab, dan 
keuntungan. Perkembangan kontak dan komunikasi tersebut bergantung pada 
pengetahuan orang tersebut tentang hal-hal berikut : 
a. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki. 
b. Kondisi tersebut dapat dioerbaiki melalui kegiatan manusia atau 
masyarakatnya sendiri. 
c. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan. 
d. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbang-an yang 




Mengikuti pengertian “partisipasi” di atas, dapat disimpulkan bahwa 
partisipasi atau partisipasi pada hakekatnya adalah suatu bentuk keterlibatan dan 
partisipasi secara aktif dan sukarela, baik karena alasan dari dalam (intrinsik) 
maupun dari luar (ekstrinsik), dalam keseluruhan proses kegiatan yang 
bersangkutan, yang meliputi: Mengambil keputusan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengendalian (pemantauan, evaluasi, dan pengawasan), serta 
memanfaatkan hasil tindakan yang dapat dicapai. Akibatnya, Yadav (UNPADI, 
1980: 198) Kehadiran empat jenis keterlibatan masyarakat dalam kegiatan 
pembangunan telah diperdebatkan, termasuk partisipasi dalam pengambilan 
keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, dan penggunaan 
hasil pembangunan. 
1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan 
Secara umum, pemerintah puasa menentukan setiap program 
pengembangan masyarakat (termasuk penggunaan sumber daya lokal dan dana 
alokasi anggaran), yang dalam banyak hal mencerminkan sifat kebutuhan 
kelompok kecil elit yang kuat dan tidak mencerminkan keinginan dan kebutuhan 
masyarakat, khalayak ramai. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam 
pembangunan harus didorong melalui pembentukan forum-forum yang 
memungkinkan banyak orang untuk berpartisipasi langsung dalam proses 
pengambilan keputusan tentang inisiatif pembangunan di wilayah lokal mereka 
atau di tingkat lokal. 




Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kadang-kadang dicirikan 
sebagai partisipasi sukarela dari sejumlah besar orang (yang biasanya miskin) 
dalam upaya pembangunan. Di sisi lain, lapisan di atasnya (yang biasanya terdiri 
dari orang-orang kaya) memperoleh lebih banyak dari hasil pembangunan dan 
tidak dipaksa untuk berpartisipasi secara profesional. 
Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam pembangunan harus 
dipandang sebagai pemerataan kontribusi masyarakat dalam bentuk pekerjaan, 
mata uang, dan/atau banyak jenis pengorbanan lainnya yang sepadan dengan 
keuntungan yang akan diperoleh setiap anggota masyarakat. 
Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan proyek 
pengembangan masyarakat yang telah berhasil diselesaikan terkadang diabaikan 
dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya ekstra 
untuk mengorganisir anggota masyarakat guna menopang hasil pembangunan 
sehingga manfaatnya dapat dinikmati tanpa batas waktu (tanpa mengurangi 
kualitas) dalam jangka panjang. 
3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 
Pemantauan dan penilaian inisiatif dan proyek pembangunan sangat 
penting. Tidak hanya penting untuk mengumpulkan umpan balik tentang 
kesulitan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan yang 
bersangkutan, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. 
Dalam situasi ini, pelibatan masyarakat sangat penting dalam 





4.   Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan 
Faktor terpenting yang sering diabaikan adalah partisipasi dalam 
pemanfaatan hasil pembangunan. Hal ini karena tujuan pembangunan adalah 
untuk meningkatkan kualitas hidup sejumlah besar orang, oleh karena itu 
pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. 
Selanjutnya, pemanfaatan hasil pembangunan akan mendorong keinginan 
dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu terlibat dalam setiap proyek 
pembangunan di masa depan. 
Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang 
mendapat pemerintah dan administrasi pembangunan umumnya, yang seringkali 
mengangap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomati 
manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat sasarannya. Padahal, 
seringkali masyarakat sasaran justru tidak memahami manfaat dari setiap 
program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang 
dilaksanakan menjadi sia-sia. 
Upaya untuk meningkatkan dan mendorong keterlibatan masyarakat 
dalam pembangunan dapat dilakukan melalui inisiatif komunikasi 
pembangunan, dimulai dengan penelitian tentang unsur-unsur yang 
mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan partisipasi. Penting untuk 
diingat bahwa tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk memperluas, 
mengatur, dan mempertahankan partisipasi masyarakat dalam proses 
pembangunan, bukan hanya untuk mengadvokasi pembangunan dan 




1.  Menumbuhkembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berpartisipasi 
a. Seperti yang telah dikemukakan, kesadaran masyarakat untuk 
berpartisipasi itu harus akan tumbuh jika masyarakat telah mengetahui 
tentang : 
b. Adanya masalah yang sedang dihadapi dan memerlukan upaya 
pemecahannya. 
c. Adanya kemampuan masyarakat sendiri untuk memecahkan 
masalahnya sendiri. 
d. Pentingnya partisipasi setiap warga masyarakat dalam pemecahan 
masalah tersebut melalui suatu kegiatan pembangunan. 
e. Adanya kepercayaan dalam setiap warga masyarakat yang 
bersangkutan bahwa mereka mampu memberikan sumbangan yang 
bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan tersebut. 
Oleh karena itu, untuk menciptakan, mengaktifkan, dan memelihara 
hubungan antar manusia, setiap tindakan komunikasi pembangunan harus mampu 
menyampaikan pesan-pesan yang informatif dan menarik terkait dengan keempat 
aspek tersebut. 
1. Menunjukkan dan Meningjatakan Kemampuan Masyarakat untuk 
Berpartisipasi 
Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga dapat 
disebabkan oleh kurangnya sumber daya atau keyakinan bahwa mereka tidak 
memiliki kemampuan untuk berkontribusi. Dalam pengertian ini, masyarakat 




a. Kemampuan yang telah dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan. 
b. Berbagai potensi atau peluang yang dapat dimanfaatkan agar masyarakat 
yang bersangkutan dapat dan mampu berpartisipasi. 
c. Berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat agar 
mereka dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan 
2.5 Kerangka Berpikir 
Ada banyak elemen kunci yang menjadi kerangka berpikir dalam 
penelitian yang akan dilakukan, dan kerangka berikut dikembangkan untuk 
mengetahui bagaimana alur pemikiran penelitian dalam menjelaskan masalah 
penelitian. 
Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan 
bahwa lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut dalam 
melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11: 1). 
Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; 2). Penysum rencana, 
pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian, dan 
penegembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; 3). Penumbuh 
kembangan dan penggerak prakarsa dan aspirasi, secara swadaya gotong 
royong masyarakat. 
Peran organisasi sosial seperti LPMD adalah menerima dan 




masyarakat dalam pembangunan. Pelaksanaan pembangunan desa di desa 
Mapin Rea, kecamatan Alas Barat, kabupaten Sumbawa dapat kita saksikan, 
sehingga tanggung jawab dan fungsi dapat berjalan dengan lancar di lembaga-
lembaga sosial, seperti LPMD di desa Mapin Rea. 
 
Gambar 2.1  



















Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam 
pembangunan Desa. 
1. Menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat. 
2. Penumbuhkembangkan dan 
penggerak prakarsa, partisipatif, 
serta swadaya gotong royong 
masyarakat (Pasal 9 
LPMD/LPMK) 






3.1 Jenis  Penelitian 
Pendekatan penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. 
Menurut Singarimbun dan Effendy (1998), penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang dirancang untuk mengamati, menganalisis, dan 
menggambarkan suatu peristiwa tertentu. 
Teknik penelitian diklasifikasikan menjadi dua yaitu metode penelitian 
kualitatif dan metode penelitian kuantitatif, hal ini menunjukkan bahwa 
strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015) adalah 
metode penelitian yang didasarkan pada filosofi postpostivisme, digunakan 
dalam kondisi objek ilmiah (sebagai lawan dari eksperimen) dimana 
penelitian adalah instrumen utama, sumber data disampel secara proporsional, 
dan teknik pengumpulan menggunakan trigulasi digunakan (gabungan), 
Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna daripada generalisasi. 
3.2 Lokasi dan Waktu Pelitian 
Penentuan lokasi penelitian sangat penting karena memudahkan 
peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Mapin 
Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, selama dua bulan, mulai 
bulan Maret sampai Mei 2021.  Pemilihan lokasi peneliti selain mudah untuk 




memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi dan data yang di 
inginkan. 
3.3 Penentuan Informan/Narasumber 
 Informan adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang baik atau 
yang berkepentingan langsung dengan masalah yang diteliti. Informan yang 
dipilih adalah orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi tentang 
peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa. 
Purposive sampling digunakan untuk menentukan informan dalam 
penelitian ini. Pengambilan sampel purposive adalah strategi pengambilan sampel 
data yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Faktor ini dapat berupa, 
misalnya, seseorang yang dianggap mengetahui apa yang kita harapkan atau siapa 
penguasa, sehingga memudahkan peneliti untuk menyelidiki objek atau situasi 
yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sempel diambil berdasarkan 
kebutuhan penelitian. 
Adapun yang menjadi informan penelitian yaitu : 
1. Kepala Desa Mapin Rea  
2. Kepala LPMD 
3. Kepala Dusun 
4. Tokoh Masyarakat 







3.4  Jenis Dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
 Penulis menggunakan data kualitatif dalam penelitian ini karena 
akan menjelaskan dan mendeskripsikan informasi yang dikumpulkan dari 
informasi, yang meliputi data berupa kata-kata, skema, dan foto pada item. 
2. Sumber Data  
a) Sumber data yang secara langsung menyuplai data untuk pengumpulan 
data disebut sebagai sumber data primer (Sugiyono, 2015). Observasi dan 
wawancara langsung dengan informan merupakan sumber data utama yang 
digunakan dalam penelitian ini. 
b) Data sekunder merupakan jenis data tidak langsung yang 
menyampaikan data kepada pengumpul data secara langsung (Sugiyono, 
2015). Pengumpulan data dengan mendokumentasikan pengumpulan data 
atau dokumen dari item yang akan diteliti disebut sebagai data sekunder 
dalam penelitian ini. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Langkah yang paling strategis dalam penelitian adalah teknik 
pengumpulan data, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan 
data yang lengkap dan benar yang dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya secara ilmiah, dan diperlukan suatu penelitian, oleh karena itu 
diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat dan tepat. Pendekatan 
kualitatif, seperti observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi, 




ini digunakan. Pertama, berurusan dengan berbagai realitas membuatnya lebih 
mudah untuk mengadaptasi pendekatan kualitatif. Kedua pendekatan ini 
menawarkan informasi tentang sifat hubungan peneliti-responden. 
Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini : 
a. Teknik Wawancara 
Dalam wawancara tersebut, Esterbeg (Sugiyono, 2015) 
merekomendasikan berbagai bentuk wawancara, antara lain wawancara 
terstruktur dan wawancara semi terstruktur. 
1. Wawancara terstruktur 
Jika peneliti atau pengumpul data memahami dengan tepat 
informasi apa yang akan dikumpulkan, wawancara terstruktur 
digunakan sebagai strategi pengumpulan data. Akibatnya, ketika 
melakukan wawancara, pengumpulan data telah menciptakan instrumen 
penelitian berupa pernyataan tertulis alternatif, masing-masing dengan 
rangkaian tanggapannya sendiri. 
2. Wawancara semi terstruktur 
Berbeda dengan wawancara terstruktur, bentuk wawancara ini 
termasuk dalam kategori wawancara mendalam, yang memungkinkan 







3. Wawancara tak berstruktur 
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara tidak terstruktur 
dimana peneliti tidak mengikuti aturan wawancara yang telah 
dikembangkan secara metodis dan menyeluruh untuk pengumpulan 
data. 
Berdasarkan definisi tersebut, pedoman wawancara yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi 
terstruktur, yang terdiri dari wawancara mendalam dengan responden. 
b. Teknik Obsevasi  
Menurut pandangan Nasution dalam Sugiyono (2010:226) bahwa 
pengamatan adalah dasar dari segala ilmu pengetahuan, dapat disimpulkan 
bahwa pengamatan adalah pencatatan secara sistematis tentang peristiwa, 
tindakan, objek yang dilihat, dan hal-hal lain yang diamati. diperlukan untuk 
mendukung penelitian yang dilakukan. Pendekatan ini digunakan untuk 
mengamati objek secara langsung yaitu peran lembaga pemberdayaan 
masyarakat desa dalam mencapai pembangunan desa. Pendekatan observasi 
digunakan untuk mengamati secara langsung tindakan-tindakan Peran 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa. 
c. Dokumentasi 
Menurut Arikunto (2006:23), dokumentasi adalah teknik untuk mencari 
data atau catatan, seperti transkrip buku, surat kabar, majalah, risalah rapat, 




pendukung dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan dokumentasi 
ini, sehingga memudahkan penulis untuk menjelaskan dan mengklarifikasi 
banyak topik yang terkait, sehingga validitas dan kemurnian penelitian ini 
dapat divalidasi secara ilmiah. 
3.6 Teknik Analisis Data 
 Analisis data kualitatif, menurut Miles dan Hubermen (2009:16), tetap 
mengandalkan kata-kata yang selalu tersusun dalam teks yang diperbesar atau 
dijelaskan. Data yang diperoleh diperiksa dan ditafsirkan untuk memberikan 
makna. Analisis data meliputi: 1) reduksi data, 2) tampilan data. Dan 3) 
menarik kesimpulan dan kemudian memverifikasi. 
 Ada dua bentuk analisis data, menurut Miles dan Hubermen: 1) Analisis 
aliran: Dalam analisis aliran, tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, dilakukan 
bersamaan dengan proses pengumpulan data. 2) Analisis interaksi (intractive 
analysis): komponen reduksi data dan tampilan data dilakukan bersamaan 
dengan pengumpulan data dalam analisis interaksi. Tiga komponen analisis 
(reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi) 
berinteraksi setelah data dikumpulkan, Penelitian peneliti ini menggunakan 
analisis kedua, yaitu pendekatan analisis interaksi, yang meliputi tahapan-






1. Reduksi data 
Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data 
yang diperoleh di lapangan. Informasi yang dikumpulkan dari wawancara 
semua informan dikategorikan menggunakan pertanyaan wawancara yang 
identik. Data tersebut kemudian dikategorisasikan, diarahkan, dipilih, atau 
dihilangkan jika tidak diperlukan lagi, diikuti dengan garis besar temuan 
wawancara, yang kemudian dikelompokkan dengan hasil observasi dan 
dokumentasi yang berkaitan. 
2. Penyajian data 
Penyajian data adalah pengumpulan informan secara terus-menerus 
yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan yang akan 
diambil (Miles dan Huberman, 2009:17). Untuk analisis kualitatif yang 
kuat, diperlukan presentasi yang layak. Tahap selanjutnya adalah 
menampilkan data setelah direduksi. 
3. Menarik kesimpulan 
Menurut (Miles dan Huberman, 2009: 19), menarik kesimpulan 
hanyalah salah satu elemen dari aktivitas konfigurasi penuh. Sepanjang 
penelitian, temuan diperiksa ulang. Dengan kata lain, interpretasi yang 
muncul dari data harus diperiksa kebenarannya, kekuatannya, dan 
kesesuaiannya, atau validitasnya. 
3.5 Keabsahan Data 
Selain digunakan untuk membantah tuduhan bahwa penelitian kualitatif 
tidak ilmiah, verifikasi validitas data merupakan aspek penting dari badan 




diperiksa untuk memverifikasi apakah penelitian itu dilakukan secara ilmiah 
dan jika data yang diperoleh benar. Validitas data dinilai dalam penelitian 
kualitatif melalui pengujian, kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan 
konfirmabilitas (Sugiyono, 2007:270). 
1. Credibility (Derajat kepercayaan) 
Uji credibility (kredebilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil 
penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan 
tidak meragukan sebagi sebuah karya ilmiah dilakukan. 
2. Trigulasi 
Dalam pengujian kredibilitas, trigulasi ditandai dengan mengevaluasi 
data dari berbagai sumber pada periode yang berbeda, menurut Wiersma 
(1986). Akibatnya terjadi trigulasi sumber (Sugiyono, 2007:273). 
3. Transferability (Keteralihan) 
Dalam penelitian kualitatif, transferability didefinisikan sebagai 
validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan tingkat kebenaran atau 
keberlakuan temuan penelitian terhadap populasi dari mana sampel itu 
diperoleh (Sugiyono, 2007,276). 
Soal nilai transfer masih dapat diterapkan/digunakan dalam situasi 
yang berbeda. Bagi peneliti, nilai transfer sangat bermanfaat bagi konsumen, 
karena memungkinkan validitas nilai transfer dapat dibenarkan bahkan ketika 





4. Dependability (Kebergantungan) 
Keandalan atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain, 
banyak percobaan yang secara konsisten memberikan hasil yang sama. 
Penelitian tentang ketergantungan atau reliabilitas dilakukan ketika peneliti 
menggunakan prosedur penelitian yang sama untuk menghasilkan hasil yang 
sama. Audit dari seluruh proses penelitian digunakan untuk melakukan 
pengujian reliabilitas. Melalui penggunaan auditor atau supervisor yang tidak 
memihak yang mengaudit seluruh operasi peneliti yang melakukan penelitian. 
Ini bisa dimulai ketika peneliti menentukan masalah, terjun ke lapangan, 
memilih sumber data, mengimplementasikan sumber data, menguji kualitas 
data, dan menulis laporan pengamatan. 
5.  Confirmability (Kepastian) 
Uji konfirmabilitas penelitian mengacu pada objektivitas pengujian 
kualitatif. Ketika sejumlah besar orang setuju pada temuan penelitian, itu 
dianggap objektif. Istilah "uji konfirmabilitas penelitian kualitatif" mengacu 
pada proses evaluasi temuan penelitian kualitatif. Penelitian telah memenuhi 
kriteria corfirmability jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 
penelitian yang digunakan. Validitas diartikan sebagai data yang tidak berbeda 
antara data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan data yang terjadi secara 
alamiah pada objek penelitian, sehingga memungkinkan keabsahan data yang 
diberikan dapat dipertanggungjawabkan. 
 
 
